SALINAN

BUPATI MAMUJU UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJJU
UTARA NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMUJU UTARA

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah
diperlukan adanya penyempurnaan perangkat daerah
yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan
pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah  sebagaimana  diatur dalam = Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah
diperlukan adanya penyempurnaan perangkat daerah
yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan
pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah  sebagaimana  diatur dalam = Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah;

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di
atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Mamuju Utara tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara
Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok  Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokokpokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten

Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
1

d JDIH KABUPATEN PASANGKAYU



Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nemer 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018)
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Nomor4194);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah  Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4022);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daera (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
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Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Mamuju Utara;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 12
Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2012;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

Menetapkan :

DAN
BUPATI MAMUJU UTARA
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
UTARA NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS

DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan daeraha kabupaten
mamuju utara nomor 7 tahun 2010 tentang pembentukan
organisasi tata kerja lembaga teknis daerah (lembaran daerah
Kabupaten Mamuju Utara Nomor ....) yang telah di ubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju
Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (lembaran Daerah
Kabupaten Mamuju Utara tahun 2010 Nomor... ) di ubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah menetapkan lembaga Teknis
Daerah sebagai berikut:
a. Inspektorat kabupaten
b. Badan perencana pembangunan daerah
c. Badan kepegawaian diklat daerah
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d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa,

e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Berencana;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;

Badan  Ketahanan Pangan dan  Pelaksana

Penyuluhan;

h. Badan Pengendalian Ungkungan Hidup ;

i. Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi;

j- Rumah Sakit Umum Daerah.dan

k

1

o

. Satuan Polisi Pamong Praja;
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Ketentuan Pasal 3 Bagian Kesatu diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut

Bagian kesatu
Inspektorat kabupaten
Pasal 3

(1) Inspektorat Kabupaten merupakan wunsur pengawas
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada
dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Bupati dan secara teknis administratif mendapat
pembinaan dari sekretaris daerah.

(2) Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas pokok
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan  di daerah kabupaten, pelaksanaan
pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan
pelaksanaan urusan pemerintahan desa

(3) Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja masing-masing
Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional
pada Inspektorat Kabupaten diatur dengan peraturan
Bupati;

(4) Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri atas:

a. Inspektur

b. Secretariat, terdiri dari :
1) Kasubag perencanaan
2) Kasubag dokumentasi dan pelaporan
3) Kasubag administrasi dan umum

Inspektur pembantu wilayah I

Inspektur pembantu wilayah II

Inspektur pembantu wilayah III

Inspektur pembantu wilayah IV

g. Kelompok jabatan fungsional

(5) Baga struktur organisasi inspektorat kabupaten
sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

O Q0

3. Ketentuan pasal 7 bagian kelima diubah dan ditambahkan
satu ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian kelima
Badan kesatuan bangsa dan politik
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Pasal 7

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah wunsur
pendukung pelaksanaan tugas Bupati dibidang kesatuan
Bangsa dan Polilik yang dipimpin oleh seorang Kepala
yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai
tugas pokok merumuskan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan didaerah yang menjadi kewenangannya
dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

(3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja masing-masing
Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional
pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur dengan
Peraturan Bupati

(4) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa
dan  Politik membawahkan:

a. Kepala badan
b. Sekretariat, membawahkan:
1) Sub bagian program dan keuangan
2) Sub bagian umum dan perlengkapan
3) Sub bagian kepegawaian
c. Bidan fasilitasi orpol dan kemasyarakatan
membawahkan:
1) Sub bidang fasilitasi antar lembaga legislative
dan aparatur pemerintahan;
2) Sub budang fasilitasi ormas, lembaga swadaya
masyarakat dan parpol
d. Badan nilai-nilai kebangsaan membawahkan:
1) Sub  bidang pengembangan  wasbang,
pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
2) Sub bidang integrasi bangsa
e. Bidang Penanganan Permasalahan Strategis
Daerah membawahkan:
1) Sub Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional,
2) Sub Bidang Ekonomi, Politik dan Sosial Budaya
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
peraturan Oaerah ini.

4. Ketentuan Pasal 10 Bagian Kedelapan diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan
Badan pengendalian lingkungan hidup

Pasal 10
(1) Badan Pengendalian Lingkungan Hidup adalah

unsur pendukunq tugas Bupati dibidang Ligkungan
Hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala 8adan yang
5

d JDIH KABUPATEN PASANGKAYU



berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
rnelalui Sekretaris Daerah;

(2) Badan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai
tugas pokok melaksanakan kewenangan Daerah di
bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan kebijakan
Bupati;

(3) Susunan Organisasi Badan Pengendalian Lingkungan
Hidup terdiri atas:

a. Kepala Badan
b. Sekretariat membawahi:
1) Sub bagian program dan keuangan
2) Sub bagian umum dan perlengkapan
3) Sub bagian kepegawaian
c. Bidang analisa dampak lingkungan pelestarian
SDA membawahkan:
1) Sub bidang analisis dampak lingkungan
2) Sub bidang pelestarian SDA
d. Bidang pengawasan dan pengendalian pencemaran
lingkungan membawahkan:
1) Sub bidnag pengawasan, pemantau dab
penatan hukum;
2) Sub bidang laboratorium dan pengawasan
pencemaran lingkungan.
e. Bidang pengembangan kapsitas dan informasi
lingkungan membawahkan:
1) Sub bidang pengembangan kelembagaan;
2) Sub bidang informasi pengembangan mitra
lingkungan
f. Kelompok jabatan fungsional

(4) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada
Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 13 Bagian Kesebelas diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Bagian kesebelas
Satuan polisi pamong praja

Pasal 13

(1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat
Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas
pokok menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban
umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati.

(3) Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja masing-masing
Jabatan Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja
diatur dengan peraturan Bupati;

6

d JDIH KABUPATEN PASANGKAYU



(4) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja ,
terdiri atas :
a. Kepala satuan
Sub bagian tata usaha;
Seksi penegakan perundang-undangan daerah;
Seksi  ketertiban umum dan  ketentraman
masyarakat;
e. Seksi pengembangan kapasitas;
f. Seksi sarana dan prasarana;
g. Seksi perlindungan masyarakat;
h. Kelompok jabtan fungsional.

(5) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi pamong Praja
sebagaimana  tercantum = dalam = Lampiran IV
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan ini ditambahkan tiga bagian dan tiga pasal,
sehingga berbunyi:

oo o

Bagian kedua belas
badan pengelola keuangan dan asset daerah

Pasal 14

(1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
adalah unsur pelaksana otonomi Daerah dibidang
Keuangan dan Aset Daerah yang dipimpin oleh
seorang Kepala  Badan yang dibawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

(2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan
Pemerintah Kabupaten di bidang Pengeloaan Keuangan
dan Aset Daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

(3) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja masing-
masing Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan
Fungsional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;

(4) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah, terdiri atas :

a. Kepala badan

b. Sekretariat, membawahkan:
1) Sub bagian program dan keuangan
2) Sub bagian umum dan perlengkapan
3) Sub bagian kepegawaian

c. Bidang pengeluaran, membawahkan
1) Sub bidang anggaran
2) Sub bidang pembiayaan
3) Sub bidang belanja

d. Bidang akuntansi dan pelaporan
1) Sub bidang verifikasi
2) Sub bidang pembukuan
3) Sub bidang pelaporan

e. Bidang asset daerah, membawahkan:
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1) Sub bidang inventarisasi dana analisa
kebutuhan daerah
2) Sub bidang kertas berharga
3) Sub bidang evaluasi
f. Unit pelaksana teknis dinas (UPTD)
g. Kelompok jabatan fungsional

(5) Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah sebagairnana dirnaksud pada Larnpiran V
rnerupakan bagian yag tidak terpisahkan dengan Peraturan
Daerah ini.

Bagian ketigabelas
Eselonering

Pasal 15

(1) Kepala Badan dan Inspektur, rnerupakan jabatan
struktural eselon II/b;

(2) Kepala  kantor, Sekretaris pada Badan dan
Inspektorat,lrban pada Inspektorat, Kepala Rurnah
Sakit Urnurn Daerah Tipe C dan Kepala satuan Polisi
Parnong Praja rnerupakan jabatan struktural eselon
1/ a;

(3) Kepala Bidang pada Badan rnerupakan jabatan
struktural eselon II1/b;

(4) Kepala Sub Bagian pada Badan, Kepala Sub Bidang
pada Badan, dan Kepala seksi pada Kantor
,rnerupakan jabatan struktural eselon IV/a.

Pasal II
Paraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya
dalam lembaran daerah kabupaten mamuju utara.
Ditetapkan di Pasangkayu
Pada tanggal 19 Desember 2012
BUPATI MAMUJU UTARA
TTD
AGUS AMBO DJIWA
Diundangkan di Pasangkayu
Pada tanggal 19 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA
TTD

Drs. H. M.NATSIR
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LEMBRAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2012
NOMOR 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

MULYADI, SH
Pangkat : Penata Tk. I
Nip. 19791115 200804 1 001
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LAMPIRAN I

PERDA KAB. MAMUJU UTARA NOMOR 20
TAHUN 2012

TANGGAL 19 DESEMBER 2012 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KAB. MAMUJU UTARA NOMOR 7
TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA LTD

' ! I

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN MAMUJU UTARA

INSPEKTUR

IRBAN |

ik
JDIH KABUPATEN PASANGKAYU
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KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETARIAT
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN EVALUASI DAN ADMINISTRASI
PELAPORAN DAN UMUM
1§ i — T ——
IRBAN Il
IRBAN Il IRABAN IV

BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. AGUS AMBO DJIWA




LAMPIRAN II BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PERDA KAB. MAMUJU UTARA NOMOR 20  BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. MAMUJU

TAHUN 2012 UTARA

TANGGAL 19 DESEMBER 2012 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KAB. MAMUJU UTARA NOMOR 7
TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA LTD

KEPALA BADAN

T ] i
KELOMPOK SEKRETARIAT
JABATAN
FUNGSIONAL I [ I
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PROGRAM DAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KEUANGAN PERLENGKAPAN
BIDANG FASILITASI ORPOL DAN BIDANG PENGAWASAN DAN BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS
KEMASYARAKATAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN INFORMASI LINGKUNGAN
LINGKUNGAN
5”;::::2: ::‘é:;:;’:; ‘I;':LAR SUB BIDANG PENGEMBANGAN } SUB BIDANG IDEOLOGI DAN
g WASBANG, PEMBINAAN — .1
APARATUR PEMERINTAH PERSATUAN DAN KESATUAN KEWASPADAAN NASIONAL i
BANGSA
SUB BIDANG FASILITASI ORMAS SUB BIDANG EKONOMI, POLITIK DAN
LEMBAGA SWADAYA P SUB BIDANG INTEGRASI SOSIAL BUDAYA e
MASYARAKAT DAN PARPOL BANGASA g
_ BUPATI MAMUJU UTARA
UPTD
TTD

’ JDIH KABUPATEN PASANGKAYU
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LAMPIRAN III

PERDA KAB. MAMUJU UTARA NOMOR 20
TAHUN 2012

TANGGAL 19 DESEMBER 2012 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KAB. MAMUJU UTARA NOMOR 7
TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA LTD

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP KAB. MAMUJU

UTARA

KEPALA DINAS

1

r il
KELOMPOK SEKREI’ARIAT
JABATAN
FUNGSIONAL r - 1
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PROGRAM DAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KEUANGAN PERLENGKAPAN

]

BIDANG ANALISA DAMPAK LINGKUNGAN

BIDANG PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN

BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS
DAN INFORMASI LINGKUNGAN

PELESTARIAN SDA
LINGKUNGAN
SUB BIDANG ANALISA SUB BIDANG PENGAWASAN,
DAMPAK LINGKUNGAN | —F PEMANTAU DAN PENATAAN ¢
HUKUM
SUB BIDANG
PELESTARIAN SUMBER L SUB BIDANG LABORATORIUM
DAYA ALAM o DAN PENGAWASAN —
PENCEMARAN LINGKUNGAN
UPTD

SUB BIDANG PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN

1

SUB BIDANG INFORMASI
PENGEMBANGAN MITRA
LINGKUNGAN

’ JDIH KABUPATEN PASANGKAYU
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LAMPIRAN IV

PERDA KAB. MAMUJU UTARA NOMOR 20

TAHUN 2012

TANGGAL 19 DESEMBER 2012 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KAB. MAMUJU UTARA NOMOR 7
TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA LTD

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATPOL PP KABUPATEN MAMUJU UTARA

KEPALA SATUAN

T

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

SEKSI PENEGAKAN
PERUNDANG-
UNDANGAN DAERAH

i

SUBBAGIAN TATA
USAHA

SEKSI KETERTIBAN
UMUM DAN
KETENTRAMAN

SEKSI PENGEMBANGAN
KAPASITAS

SEKSI SARANA DAN SEKSI PERLINDUNGAN
PRASARANA MASYARAKAT

UNIT PELAKSA.IilA SATPOL PP
KECAMATAN

’ JDIH KABUPATEN PASANGKAYU
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BUPATI MAMUJU UTARA
TTD

H. AGUS AMBO DJIWA



LAMPIRAN V

PERDA KAB. MAMUJU UTARA NOMOR 20

TAHUN 2012

TANGGAL 19 DESEMBER 2012 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KAB. MAMUJU UTARA NOMOR 7

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB.

MAMUJU UTARA

TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN KEPALA BADAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA LTD

1

T 1
KELOMPOK SEKRETARIAT
JABATAN

FUNGSIONAL 1 1

SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PROGRAM DAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KEUANGAN PERLENGKAPAN
I

BIDANG AKUNTANSI
BIDANG PENGELUARAN DAN PELAPORAN

SUB BIDANG ANGGARAN

SUB BIDANG
PEMBIAYAAN

il

SUB BIDANG BELANJA Ij-—h

SUB BIDANG VERIFIKASI

BIDANG ASET DAERAH

SUB BIDANG INVENTARISASI
DAN ANALISA KEBUTUHAN pil

DAERAH

SUB BIDANG PEMBUKUAN

SUB BIDANG PELAPORAN

SUB BIDANG KERTAS BERHARGA

|

UPTD

SUB BIDANG EVALUASI :
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